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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Menurut menteri ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, menjelaskan 

bahwa mahasiswa harus membangun karakter pekerja keras selama 

menjalani masa perkuliahan. Hal tersebut dibutuhkan agar nantinya saat 

memasuki dunia kerja, para mahasiswa sebagai pencari kerja akan 

dihadapkan dengan iklim kompetisi pasar kerja yang sangat ketat. Apalagi 

jika harus dihadapai oleh perkembangan teknologi dan dunia digital yang 

terjadi di era Revolusi Industri 4.0 saat ini (news.okezone.com, 2018). 

Salah satunya ada pada sektor pendidikan, dimana sektor ini dituntut 

untuk ikut berperan dalam kehidupan masyarakat luas, seperti proses 

belajar mengajar dengan menggunakan teknologi sampai akhirnya 

mahasiswa dapat menerapkan aplikasi teknologi tersebut setelah 

menyelesaikan  pendidikan dan mampu menggunakannya dalam dunia 

kerja sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. 

Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu 

institusi pendidikan harus mempersiapkan mahasiswanya agar menjadi 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam 

dunia kerja. Mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian 

yang baik. Salah satu cara meningkatkan keterampilan dan keahlian 

dengan mempelajarinya di dalam bangku perkuliahan. 

http://www.news.okezone.com/
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Keterampilan dan keahlian yang diberikan di bangku  perkuliahan 

melalui proses belajar mengajar hanya sebatas teori saja. Hal tersebut tentu 

saja tidak cukup untuk bekal mahasiswa dalam menghadapi ketatnya 

persaingan di dunia kerja. Tidak sedikit perusahaan yang mencari 

karyawan dengan mensyaratkan memiliki pengalaman kerja di bidang 

masing-masing. Maka, agar mahasiswa memiliki kemampuan yang di 

butuhkan, diperlukan adanya pengalaman dalam merasakan bagaimana 

dunia kerja yang sesungguhnya.  

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu upaya 

penyelenggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. PKL 

ini sebagai media pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan teori 

yang telah diterima dalam perkuliahan yang langsung diterapkan. Dalam 

mata kuliah PKL memberikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi 

yang kelak akan dihadapi mahasiswa di dunia kerja, yang agar nantinya 

mahasiswa setelah lulus mengetahui tentang dunia kerja. 

Dalam program PKL yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) merupakan syarat 

kelulusan bagi mahasiswanya PKL  wajib dijalani selama 40 hari kerja 

agar tujuan PKL tercapai. Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa 

diharapkan dapat mengembangkan potensi diri dan memiliki keterampilan, 

keahlian, serta menambah wawasan dan pengetahuan dan disiplin kerja 

yang tinggi sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil.  
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Sebagai salah satu mahasiswa Akuntansi FE UNJ yang telah 

memasuki tahun terakhir, maka praktikan di wajibkan mengikuti program 

PKL. Pada kegiatan PKL, praktikan memperoleh kesempatan untuk 

melakukan PKL di Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Provinsi DKI 

Jakarta, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Gedung 

Balaikota blok G  lt 14. Praktikan ditempatkan sebagai staf Akuntansi 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

PKL yang dilakukan oleh praktikan harus bermanfaat bagi praktikan, 

Universitas, dan bagi tempat praktikan melaksanakan PKL, yakni BPKD. 

Berikut merupakan maksud dan tujuan diadakannya Program PKL, yakni: 

1. Maksud, antara lain: 

a. Merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan 

pendidikan di tingkat Strata 1; 

b. Mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan pengetahuan 

akademis yang telah didapat selama perkuliahan; 

c. Mempelajari bidang akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan 

secara mendalam dengan melakukan praktik kerja di instansi 

pemerintah yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Provinsi DKI Jakarta; dan 
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d. Membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri jakarta dengan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

2. Tujuan, antara lain: 

a. Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 

dan memnuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi 

dari Universitas Negeri Jakarta; 

b. Mencari pengalaman dan realitas di dunia kerja, sehingga memiliki 

bayangan sebelum terjun di dunia kerja; 

c. Melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan 

bertanggung jawab serta dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja; dan 

d. Untuk memperoleh data dan informasi tentang Badan Pengelola 

Keuangan Daerah yang berguna sebagai bahan pembuatan laporan 

PKL. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Terdapat beberapa kegunaan baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi 

maupun instansi tempat melaksanakan PKL, yaitu: 

1. Manfaat bagi praktikan: 

a. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 

bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah 

berpengalaman di dunia kerja nyata; 

b. mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan; 
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c. Mendapat pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapat dalam 

kegiatan perkuliahan; dan 

d. Melatih dan mempersiapkan diri praktikan untuk berkompetisi 

dengan tenaga kerja lainnya.  

2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Negeri Jakarta 

dengan instansi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk melaksanakan PKL; dan 

b. Menyiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

yang handal dalam bidang akuntansi. 

3. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 

DKI Jakarta: 

a. Menjalin hubungan baik dan menumbuhkan kerjasama yang saling 

menguntungkan dan bermanfaat antara Universitas Negeri Jakarta 

dengan BPKD Provinsi DKI Jakarta; 

b. Membantu kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari; dan 

c. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang 

melaksanakan PKL, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan 

perencanaan peningkatan sumber daya manusia. 
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D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di Institusi yang bergerak dalam bidang  

Pengelolaan Keuangan daerah, Praktikan ditempatkan pada: 

Nama : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Alamat : Balaikota Blok G lt. 7, 14, 15. Jalan Medan Merdeka Selatan, 

No. 8-9,  Jakarta Pusat 

Telepon  : 021- 3455038 

Website : www.bpkd.jakarta.go.id 

Bagian : Sub Bagian Akuntansi 

Praktikan memilih BPKD Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat PKL 

karena praktikan ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan 

pemerintahan, khususnya dalam Provinsi DKI Jakarta. Karena BPKD 

adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik 

Pemerintah Provinsi DKI yang mengelola seluruh keuangan SKPD-SKPD 

seluruh instansi / dinas di DKI Jakarta. 

 

E.  Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Dalam melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan kegiatan praktik 

lebih kurang selama dua bulan, dimulai sejak tanggal 16 Juli sampai 

dengan 14 September 2018. Hari dan jam kerja praktikan adalah hari 

Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari 07.30–16.00 WIB. 

Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi praktikan untuk 

melakukan PKL karena pada saat itu tidak ada mata kuliah yang diambil 

oleh praktikan. 

http://www.bpkd.jakarta.go.id/
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Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui berbagai tahapan yang 

harus dilalui. Berikut tahapan – tahapan yang harus dilalui oleh praktikan: 

1. Tahap Persiapan: 

       Pada tahap persiapan, praktikan mulai mencari informasi dan 

referensi tempat yang akan dijadikan sebagai pelaksanakan PKL. 

Setelah praktikan melakukan pencarian informasi, akhirnya praktikan 

memutuskan untuk mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di 

Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat 

(BAKHUM) yang ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya praktikan menerima 

konfirmasi dari kantor BPKD yang menyetujui praktikan untuk 

melaksanakan PKL di tempat tersebut selama lebih kurang 42 hari 

kerja. Praktikan di tempatkan di bagian akuntansi.  

2. Tahap Pelaksanaan: 

Pada tanggal 16 Juli 2018 praktikan memulai PKL di Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta yang 

dilaksanakan setiap hari kerja dimulai pada pukul 07.30-16.00 WIB 

dengan waktu istirahat dari pukul 12.00-13.00 WIB. Pelaksanaan 

tersebut dilakukan selama 42 hari kerja sampai tanggal 14 September 

2018. 
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3. Tahap Pelaporan: 

       Praktikan melakukan penyusunan laporan PKL untuk 

menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai salah satu syarat 

kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. 

Praktikan mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam menyusun laporan PKL. Pengumpulan data 

dilakukan oleh praktikan sejak awal sampai akhir masa PKL di BPKD. 

Praktikan juga dibantu oleh dosen pembimbing dalam penyusunan 

laporan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN 

DAERAH (BPKD) PROVINSI DKI JAKARTA 

  

A. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Untuk melaksanakan pasal 151 Peraturan Daerah (Perda) No. 10 

tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah 

Provinsi DKI membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Badan Pengelola Keuangan 

Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Pada 14 April 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. 

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

adalah hasil penggabungan atas tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), yaitu: 

1. Biro Perlengkapan yang menangani aset daerah. 

2. Biro Keuangan yang menangani laporan dan anggaran 

3. Kantor Penerimaan Kas Daerah (KPKD) yang menangani pencairan 

dana. 
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Setelah BPKD terbentuk, maka SKPD Biro Perlengkapan, Biro 

Keuangan, dan Kantor Penerimaan Kas Daerah di bubarkan. Lima tahun 

setelah itu muncul Peraturan Daerah No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Maka untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 123 

ayat 2 Perangkat Daerah No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur No. 254 tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014. 

Kemudian di tahun 2015, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Karena dalam Peraturan Daerah No. 12 

tahun 2014 terlampir bahwa fungsi BPKD tidak hanya menangani 

pengelolaan keuangan daerah saja, namun mencakup pula pengelolaan aset 

daerah. 

Untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal 13 Peraturan Daerah No 5 

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

DKI Jakarta, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 254 

tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan 

Daerah. Pergub ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016. Pada Bab 2 

pasal 2 dan pasal 3, menjelaskan: 

1. BPKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan. 
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2.  BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. 

3. BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan 

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.   

4. BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan. 

Sehingga pada tahun 2017 BPKAD Provinsi DKI Jakarta dipecah 

menjadi 2 SKPD, yaitu: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 

Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi 

DKI Jakarta dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

Visi 

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki 

serta visi dan misi Gubernur yang tercantum di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2017-2022, maka visi BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai 

berikut: 

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

Transparan, Akuntabel, Responsif, Partisipatif, dan Meningkatkan 

Pertumbuhan Perekonomian Jakarta” 

       Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak 

diwujudkan oleh pemerintah saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan, yakni 
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menjadikan BPKD sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola 

keuangan daerah, yaitu dalam arti : 

1. Transparan 

       Terbuka, baik dalam proses penyusunan rencana keuangan 

maupun dalam `pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

2. Akuntabel 

       Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah. 

3. Responsif 

       Menerima dengan baik berbagai masukan yang diberikan oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Dareah (UKPD), serta 

menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan, baik dalam 

perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah.  

4. Partisipatif 

       Membuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, 

terutama SKPD/UKPD, untuk turut serta dalam proses perencanaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah. 

5. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta 

       Peran serta pengelolaan keuangan daerah dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta, dengan berupaya 

seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan administrasi 

keuangan secara sistematis, mudah dan tepat waktu kepada seluruh 
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SKPD/UKPD dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat 

terhadap pengelolaan keuangan milik Pemerintah Daerah dengan tetap 

mentaati prosedur dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. 

Misi 

       Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai 

sebuah visi. BPKD memiliki misi: 

1. Menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan 

berbasis teknologi informasi; 

2.  Menjadikan layanan pengelolaan keuangan daerah yang profesional 

dan berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder); dan 

3. Menjadikan aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional. 

Strategi  

Menimbang jangkauan target makro Provinsi DKI Jakarta 

sebagaimana tergambar tersebut diatas, maka kondisi yang diharapkan 

untuk BPKD Provinsi DKI Jakarta ke depan adalah menjadi lembaga 

pengelola keuangan daerah yang mempunyai strategi sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan 

dengan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan secara nasional 

dan kebutuhan transaksi di DKI Jakarta; 

2. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah; 

3. Pengimplementasiaan kaidah-kaidah tat kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance) di BPKD; 

4. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi; 
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5. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya 

untuk menghasilkan laporan keuangan secara realtime sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

6. Peningkatan pengelolaan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) melalui pengembangan sistem informasi subsidi,  hibah 

bansos, pmp dan utang yang akuntabel dan transparan; 

7. Pengembangan e-budgeting yang terintegrasi dengan SIPKD untuk 

menghasilkan perencanaan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu 

dan transparan; 

8. Peningkatan pengelolaan keuangan BLUD berbasis teknologi 

informasi; 

9. Integrasi SIPKD dengan sistem pelaporan pajak Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) dan sistem  penerimaan kas negara di Dirjen 

Perbendaharaan; 

10. Pengembangan sistem forecasting yang terintegrasi dengan sistem 

perencanaan dan sistem capaian kinerja untuk menjamin ketersediaan 

kas yang terencana, transparan dan optimal; 

11. Analitis potensi penerimaan/pendapatan daerah; 

12. Perluasan kerjasama dengan perbankan dan channel lainnya; 

13. Evaluasi pencapaian penerimaan pendapatan; 

14. Pengembangan  SIMPAD yang terintegrasi dengan SIPKD; dan 
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15. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka 

optimalisasi penerimaan dana bagi hasil. 

 

B. Struktur Organisasi 

       Struktur organisasi dalam  sebuah instansi pemerintahan merupakan 

hal yang penting. Dengan adanya struktur organisasi menjadi suatu alat 

yang dapat mengendalikan jalannya kegiatan pemerintahan yang 

beranekaragam dan harus dilakukan dengan tepat, karena adanya 

pembagian tugas dengan bidang masing-masing. Struktur organisasi 

tersebut secara bagan terdapat dalam Lampiran 7. Dan struktur organisasi 

tempat praktikan bekerja, yaitu Bidang Akuntansi, secara bagan terdapat 

dalam Lampiran 8.  

       Namun dapat dijelaskan bahwa susunan (struktur) organisasi Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan merupakan  kedudukan tertinggi dalam struktur 

organisasi di BPKD yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekertaris Daerah. Kepala badan mempunyai tugas: 

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

BPKD;  

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, 

Bidang, Suku Badan Kota, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional; 
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c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD, 

dan/ atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi BPKD; 

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. 

 

2. Wakil Kepala Badan 

Wakil Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, wakil kepala badan 

mempunyai tugas: 

a. Membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan 

fungsi BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 

b. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan 

instansi pemerintah;  

c. Membantu Kepala Badan dalam koordinasi dan pengendalian 

pelaksanaan renstra, dokumen pelaksanaan anggaran dan kebijakan 

yang ditetapkan Kepala Badan;  

d. Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan Kota/Kabupaten 

dan Unit Pelaksana Teknis;  

e. Membantu Kepala Badan dalam monitoring dan pengendalian 

penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah; 
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f. Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan 

mengendalikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan; h. 

mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam melaksanakan 

tugasnya. (2) Wakil Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

 

3. Sekretariat 

Sekretariat merupakan unit kerja staf BPKD. Sekretariat dipimpin 

oleh seorang Sekretaris BPKD yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai 

tugas melaksanakan administrasi BPKD. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Sekretariat; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Sekretariat; 

c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran BPKD; 

d. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi Sekretariat; 
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e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana 

strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD oleh unit 

kerja BPKD; 

f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis 

BPKD; 

g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD; 

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD; 

i. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BPKD;  

j. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana 

dan sarana kerja BPKD; 

k. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD; 

l. Pengoordinasian penyusunan laporan tindak lanjut hasil Rapat 

Pimpinan Gubernur, laporan keuangan, tanggapan atas Laporan 

Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas/ Pemeriksa, laporan kinerja, 

laporan kegiatan, dan laporan akuntabilitas BPKD; 

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat. 

 

4. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran merupakan unit kerja lini BPKD dalam 

pelaksanaan penganggaran APBD. Bidang Anggaran dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas 

melaksanakan penganggaran APBD. Untuk melaksanakan tugas 
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sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Anggaran; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Anggaran; 

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

penganggaran APBD; 

d. Penyusunan  Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pendapatan, 

belanja tidak langsung dan pembiayaan berkoordinasi dengan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); 

e. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), 

pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan berkoordinasi 

dengan Bappeda; 

f. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD 

berkoordinasi dengan Bappeda; 

g. Penyusunan rancangan penjabaran APBD dan rancangan 

Penjabaran Perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda; 

h. Pelaksanaan proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 

dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD/UKPD; 

i. Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD); 

j. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD/APBD 

Perubahan; 
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k. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran 

APBD/APBD Perubahan; 

l. Penyampaian rancangan APBD/APBD Perubahan kepada 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk di evaluasi; 

m. Penyempurnaan Rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan 

hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

berkoordinasi dengan Bappeda; 

n. Penyusunan kode rekening berdasarkan usulan SKPD/UKPD; 

o. Pelaksanaan proses permohonan pergeseran anggaran dalam 

perubahan kode rekening; 

p. Pelaksanaan pengendalian anggaran SKPD/UKPD melalui 

penerbitan SPD berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan Kas 

dan Daerah; 

q. Penyusunan nota/ sambutan/penjelasan/jawaban Gubernur terkait 

dengan rancangan APBD, penetapan APBD dan perubahan APBD 

berkoordinasi dengan Bappeda; dan 

r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Anggaran. 

 

5. Bidang Pendapatan Daerah 

Bidang Pendapatan Daerah merupakan unit kerja lini BPKD dalam 

pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pendapatan 

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang 
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Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Bidang Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Pendapatan Daerah; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Pendapatan Daerah;  

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

pengelolaan pendapatan daerah; 

d. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain terkait dengan 

pengelolaaan pendapatan Daerah serta melakukan evaluasi atas 

kerjasama yang telah dilaksanakan; 

e. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah yang telah 

ditetapkan dalam Perda; 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah atau 

SKPD/UKPD terkait perencanaan pendapatan daerah.; 

g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan 

regulasi teknis pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-

lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Bidang Pembinaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

h. Pelaksanaan evaluasi atas sumber-sumber pendapatan daerah 

terkait dengan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah 

berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait; 
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i. Pelaksanaan perhitungan pendapatan daerah dari dana 

perimbangan; 

j. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam 

penetapan plafon pendapatan daerah; 

k. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, rekonsiliasi dan evaluasi 

realisasi pendapatan daerah; 

l. Penyajian rencana dan realisasi penerimaan pendapatan daerah; 

m. Pelaksanaan rekonsiliasi atas pendapatan daerah dengan 

SKPD/UKPD terkait SBPK; 

n. Penyajian nilai pendapatan daerah; 

o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian pendapatan 

daerah dari plafon yang telah di tetapkan; 

p. Penyusunan bahan nota keuangan di Bidang Pendapatan Daerah; 

q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Pendapatan Daerah. 

 

6. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi merupakan unit kerja lini BPKD dalam 

pelaksanaan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan 

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas 
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sebagaimana yang telah dituliskan, Bidang Akuntansi mempunyai 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Akuntansi; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dolcumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Akuntansi; 

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan 

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

d. Penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi dan 

pelaporan keuangan daerah; 

e. Pelaksanaan penghimpunan laporan realisasi bulanan, semesteran, 

tahunan dan prognosis semester kedua dari SKPD/UKPD 

penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan 

f. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh 

SKPD/UKPD dan instansi yang menggunakan APBD sebagai 

bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 

g. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan sistem 

akuntansi keuangan daerah terhadap SKPD/UKPD atau instansi 

yang menggunakan APBD; 

h. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan 

keuangan terhadap SKPD/UKPD atau instansi yang menggunakan 

APBD; 
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i. Pelaksanaan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia yang 

berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

j. Penyiapan dan penyusunan nota/sambutan/penjelasan/ jawaban 

Gubernur dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

terkait dengan laporan keuangan dari SKPD/UKPD; 

k. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

l. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai 

m. Penjabaran Pertanggung,jawaban Pelaksanaan APBD; 

n. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 

Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Kementerian 

Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakkukan evaluasi; 

o. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah 

Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil 

evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan 

p. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Akuntansi. 

       Bidang Akuntansi memiliki 3 Sub Bidang, yang pertama ialah sub 

bidang Akuntansi Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan. Sub 

bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan 

merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi dalam pelaksanaan 
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akuntansi keuangan daerah untuk anggaran SKPD/UKPD pada lingkup 

bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan. 

Sub bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan 

Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

akuntansi keuangan daerah untuk SKPD/UKPD pada lingkup Bidang 

Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan; 

d. Menghimpun Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan 

prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup bidang 

pemerintahan, perekonomian dan keuangan; 

e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan 

SKPD pada lingkup bidang pemerintahan, perekonomian dan 

keuangan; 

f. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari SKPD 

/UKPD pada lingkup bidang pemerintahan, perekonomian dan 

keuangan;  

g. Melaksanakan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI yang berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah 
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Daerah pada SKPD bidang pemerintahan, perekonomian dan 

keuangan; 

h. Melaksanakan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian 

terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD 

pada lingkup bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan; 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dengan 

j. SBPK terkait Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan 

prognosis semester kedua dari UKPD pada lingkup bidang 

pemerintahan, perekonomian dan keuangan; 

k. Melaporkan dan mempertanggung,jawabkan pelaksanaan tugas 

Subbidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan 

Keuangan. 

Selanjutnya Sub Bidang Akuntansi Kesejahteraan Rakyat dan 

Lingkungan Hidup, dalam Sub bidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan 

Rakyat, Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi 

dalam pelaksanaan akuntansi keuangan daerah untuk anggaran SKPD 

/UKPD pada lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.  

Sub bidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan 

Hidup mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

akuntansi keuangan daerah untuk SKPD/UKPD pada lingkup bidang 

Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup; 

d. Menghimpun Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan 

prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup bidang 

Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup; 

e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan 

SKPD pada lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan 

Hidup; 

f. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari 

SKPD/UKPD pada lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan 

Lingkungan Hidup; 

g. Melaksanakan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI yang berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada SKPD lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan 

Lingkungan Hidup. 

h. Melaksanakan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian 

terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD 

pada lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup; 
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i. Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dengan SBPK 

terkait Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan prognosis 

semester kedua dari UKPD pada lingkup bidang Kesejahteraan 

Rakyat dan Lingkungan Hidup; dan 

j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan 

Hidup. 

Dan yang terakhir yaitu Sub Bidang Akuntansi 3 atau Akuntansi 

Pelaporan Keuangan. Sub bidang Pelaporan Keuangan merupakan satuan 

kerja Bidang Akuntansi dalam pelaksanaan penyusunan akuntansi 

pelaporan keuangan daerah.  

               Sub bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan 

akuntansi pelaporan keuangan daerah 

d. Menyusun laporan realisasi keuangan daerah secara periodik; 

e. Menyusun, mengkoordinasikan dan menyajikan laporan keuangan 

konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

f. Menyusun, mengkoordinasikan dan menyajikan laporan keuangan 

prognosis; 
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g. Menyusun rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

h. Menyiapkan dan menyusun bahan nota/sambutan/penjelasan/ jawaban 

Gubernur dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

terkait dengan laporan keuangan dari SKPD/ UKPD; 

i. Melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas audit 

laporan keuangan Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat; 

j. Melakukan monitoring laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

k. Menyajikan data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

l. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Akuntansi; 

m. Melaksanakan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI yang berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah; 

n. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan 

dan akuntabilitas Bidang Akuntansi; dan 

o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbidang Pelaporan Keuangan. 

 

7. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan unit kerja lini 

BPKD dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan dalam hal 
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penerimaan, Pengeluaran dan pengelolaan kas daerah. Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah. 

       Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; 

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perbendaharaan 

dan pengelolaan kas daerah; 

d. Penerimaan dan pencatatan/pembukuan penyetoran pendapatan 

daerah; 

e. Penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan 

Bidang Anggaran; 

f. Pengelolaan Dana Cadangan Daerah; 

g. Pengelolaan Kas Non Anggaran; 

h. Pengaturan optimalisasi dana daerah yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

i. Penempatan uang daerah pada Bank; 
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j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 

k. Pembayaran tagihan belanja berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah dengan 

penerbitan dan pengesahan SP2D; 

l. Penerbitan surat keputusan penghentian pembayaran gaji pegawai 

daerah; dan 

m. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 

 

8. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unit 

kerja lini BPKD dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan 

daerah. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembinaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan pengelolaan keuangan daerah.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang 

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan 

pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 

d. Penyusunan produk hukum daerah di bidang keuangan daerah di luar 

aset daerah; 

e. Inventarisasi dan evaluasi produk hukum daerah di bidang 

pengelolaan keuangan dan menyampaikan rekomendasi pelaksanaan, 

penerapan, kendala atau penyempurnaannya; 

f. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis/pelaksanaan APBD; 

g. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan 

keuangan kepada SKPD/ UKPD; 

h. Pembinaan pengelolaan keuangan SKPD/ UKPD yang menerapkan 

PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) antara lain melalui 

penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring, pengendalian, 

evaluasi, bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan; 

i. Pemprosesan penetapan pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam 

pengelolaan keuangan daerah seperti pengguna anggaran, kuasa 

pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, 

bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan 

pembantu;  

j. Pelaksanaan pembinaan bendahara pengeluaran, bendahara 

penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara 

pembantu penerimaan; 
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k. Pengelolaan investasi daerah pada pemerintah, pemerintah daerah 

lainnya, BUMD dan masyarakat ; 

l. Pemprosesan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern dan ekstern atas 

kerugian daerah; 

m. Pemprosesan peminjaman dan pemberian jaminan atas nama 

pemerintah daerah; 

n. Pengoordinasian dan penyelesaian tagihan piutang daerah; 

o. Pemprosesan pinjaman daerah; 

p. Pengoordinasian penyelesaian hutang daerah; 

q. Pengoordinasian penyusunan bahan materi pendidikan dan pelatihan 

pegawai di bidang pengelolaan keuangan daerah; 

r. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD/ UKPD antara 

lain melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring, 

pengendalian, evaluasi, bimbingan dan konsultasi pengelolaan 

keuangan daerah; dan  

s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

C. Kegiatan Umum Badan Pengelola Keuangan (BPKD) 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unsur 

pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. BPKD 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten 
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Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. BPKD mempunyai tugas 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. 

Tugas utama BPKD ialah dalam hal pengelolaan keuangan seluruh 

SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari penyusunan 

anggaran kegiatan, penyusunan rancangan APBD, pengelolaan belanja dan 

pendapatan daerah, hingga ke proses pembuatan laporan keuangan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan umum atau fungsi umum 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPKD; 

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

BPKD; 

c. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar 

teknis pengelolaan keuangan daerah; 

d. Penyusunan KUA/KUPA  berkoordinasi dengan Bappeda; 

e. Penyusunan PPAS berkoordinasi dengan Bappeda; 

f. Penyusunan rancangan APBD, pergeseran belanja dan rancangan 

perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda; 

g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; 

h. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

i. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

j. Pengesahan DPA/DPPA-SKPD/UKPD; 
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k. Pengendalian pelaksanaan APBD; 

l. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

m. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk; 

n. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD; 

o. Penyimpanan uang daerah 

p. Penetapan SPD; 

q. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan 

investasi daerah; 

r. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

s. Penyiapan dan pelaksanaan pinjaman serta pemberian pinjaman atas 

nama pemerintah daerah; 

t. Pengelolaan utang dan piutang daerah; 

u. Penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas 

umum; 

v. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

w. Penyajian informasi keuangan daerah; 

x. Penunjukan kuasa BUD; 

y. Pembinaan pejabat fungsional pengelola keuangan daerah; 
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z. Fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan; 

aa. Penelitian pengembangan keuangan daerah; 

bb. Penyusunan kode rekening, analisis standar belanja; 

cc. Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi 

dari SKPD/UKPD; 

dd. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 

ee. Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan 

pemungutan retribusi daerah; 

ff. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan 

penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau 

perusahaan berbadan hukum lainnya 

gg. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD; 

hh. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD; 

ii. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD; dan 

jj. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

BPKD. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. BPKD adalah 

salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah naungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang akuntansi sektor 

pemerintahan dan memiliki tugas / fungsi untuk mengelola seluruh 

keuangan daerah SKPD/UPKD yang ada di bawah naungan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta serta membuat Laporan Keuangan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta.  

Pada saat pelaksaan, praktikan ditempatkan di Bidang Akuntansi 

dalam Sub Bidang Akuntansi 1, 2, dan 3.  Di Bidang Akuntansi ada satu 

Kepala Bidang. Dalam Bidang Akuntansi terdapat tiga Kepala Sub 

Bidang, Kepala Sub Bidang Akuntansi 1 (Sub Bidang Akuntansi 

Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan), Kepala Sub Bidang 

Akuntansi 2 (Sub Bidang Akuntansi Kesejahteraan Rakyat dan 

Lingkungan Hidup),dan Kepala Sub Bidang Akuntansi 3 (Sub Bidang 

Akuntansi Pelaporan). Dan memiliki 18 staf pada Bidang Akuntansi 

BPKD. 

Berikut adalah tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan 

selama melakukan PKL di BPKD: 
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1. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin 

Bulanan. 

2. Melakukan Penginputan Mutasi Kas Operasional BLUD. 

3. Melakukan pengecekan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Unreviu. 

 

B. Pelaksaan Kerja 

Praktikan memulai PKL pertama kali pada tanggal 16  Juli 2018. 

Ketika hari pertama memulai kegiatan PKL, praktikan harus datang ke 

Gedung Balaikota lantai tujuh terlebih dahulu untuk bertemu dengan 

Sekertariat BPKD tempat praktikan mengajukan surat permohonan PKL. 

Setelah itu praktikan di tempatkan di Bidang Akuntansi BPKD yang 

berada di lantai empat belas. 

Praktikan diminta untuk bertemu Kepala Sub Bidang Akuntansi 1 

yang juga sebagai pembimbing praktikan dalam kegiatan PKL. 

Praktikan ditempatkan di Sub Bidang Akuntansi 1, 2, dan 3. Pada hari 

pertama, praktikan diperkenalkan dengan lingkungan tempat praktikan 

bekerja dan karyawan pada Bidang Akuntansi. Kemudian praktikan 

ditugaskan untuk mempelajari kebijakan akuntansi di lingkup Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. 

Setelah cukup mengetahui tentang BPKD dan mempelajari mengenai 

pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, lalu praktikan melakukan 

tugas sebagai berikut: 
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1. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin 

Bulanan 

Verifikasi merupakan sebuah bentuk sederhana dari pemeriksaan 

tentang kebenaran laporan, perhitungan uang, dan lain sebagainya.  

Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh 

bendahara pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelola sebagai 

pertanggungjawaban pengeluaran uang.  

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran dilakukan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bidang akuntansi Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dilaksanakan pada setiap 

awal bulan paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan 

berakhir. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi 

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran berdasarkan Peraturan 

Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 pasal 25 ayat 11 berupa: form 22 

berupa Buku Kas Umum (BKU), Surat Pengesahan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, form 50 berupa Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja 

Fungsional), dan Rekening Koran. 

Dalam melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban 

Pengeluaran Rutin Bulanan, adapun tahapan yang dilakukan dalam 

tugas ini: 
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a. Pertama, praktikan diberikan dokumen Laporan 

Pertanggungjawaban Pengeluaran yang sebelumnya sudah 

dilakukan pengecekan kelengkapan oleh pembimbing. 

b. Lalu, praktikan diberikan softcopy berbentuk Microsoft Excel 

sebagai alat bantu dalam mempercepat pengerjaan verifikasi 

laporan pertanggungjawaban Pengeluaran. (Contoh terdapat pada 

lampiran 9) 

c. Selanjutnya, praktikan membuka form 22 yakni Buku Kas Umum 

dan menginput jumlah penerimaan dan pengeluaran sampai dengan 

periode bulan Agustus pada Microsoft Excel. (Contoh terdapat 

pada lampiran 10) 

d. Kemudian, praktikan membuka form 50 yakni Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja 

Fungsional). Praktikan membuka form 50 bagian penerimaan dan  

menginput saldo  penerimaan pada LS Gaji, LS Barang dan Jasa, 

UP/GU/TU, dan TU Panjar. Lalu,  menginput saldo penerimaan 

pajak LS Gaji, Pajak Barang dan Jasa, atau Pajak UP/TU/GU. 

Melakukan penginputan saldo awal jika terdapat saldo. Praktikan 

melakukan pekerjaan yang sama pada form 50 bagian pengeluaran. 

(Contoh terdapat pada lampiran 11) 

e. Selanjutnya, praktikan menghitung selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran pada form 22 dengan  jumlah penerimaan dan 

pengeluaran pada form 50. 
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f. Setelah itu, menginput saldo pada rekening koran. (Contoh terdapat 

pada lampiran 12) 

g. Selanjutnya, memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Kas yang 

dilampirkan SKPD. (Contoh terdapat pada lampiran 13) 

h. Jika terdapat selisih maka SKPD harus menjelaskannya di Berita 

Acara Pemeriksaan Kas. Jika angka yang terdapat pada Berita 

Acara Pemeriksaan kas sama dengan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan maka praktikan akan memberitahu pembimbing untuk 

menandatangani berkas Lampiran Tanda Terima yang selanjutnya 

lampiran tersebut akan digunakan untuk mencairkan dana yang 

diajukan pada bulan berikutnya. 

       Saat melakukan pemeriksaan, praktikan menemukan bahwa beberapa 

SKPD seperti Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Timur masih memiliki 

sisa GU yang belum terpakai  (Contoh terdapat pada lampiran 14) 

Pada dasarnya UP/GU sama seperti Petty Cash atau kas kecil dalam 

perusahaan swasta. Jika SKPD ingin mengajukan GU kembali maka 

SKPD tersebut harus membuat SPJ GU yang telah digunakan, baru SKPD 

tersebut dapat mengajukan kembali GU. Jika terdapat sisa GU pada bulan 

sebelumnya yang belum terpakai, maka uang tersebut bisa digunakan. 

       Jika tidak ada penggunaan uang mekanisme pencairan GU, maka 

pemeriksaan tetap dilakukan seperti biasa karena mekanisme pencairan 

ada tiga, yakni UP/GU, LS, dan TU.  
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       Dengan penggunaan UP/GU, SKPD dapat meminta GU jika sudah 

melakukan penginputan ke SIPKD dan telah di jurnal. Seluruh transaksi 

keuangan sudah melalui Non-Tunai melalui perbankan. Hal tersebut 

sangat meminimalisir kecurangan yang dilakukan SKPD, karena setiap 

transaksi penemerimaan dan pengeluaran dapat terlihat di rekening koran. 

 

2. Melakukan input mutasi kas BLUD ke Kertas Kerja Laporan 

Keuangan 2018  

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual tanpa mencari 

keuntungan. 

Mutasi Kas Operasional BLUD berisi mengenai informasi per 

tanggal yang ditentukan mengenai jumlah saldo kas di tahun 

sebelumnya, jumlah penerimaan selama tahun operasional berjalan, 

serta jumlah pengeluaran kas selama periode tahun berjalan. Dan juga 

di kolom akhir terdapat saldo fisik kas di bendaharan dan di Bank, 

sebagai perbandingan apakah ada selisih kas lebih atau kurang antara 

pencatatan dengan perhitungan fisik. 

Kertas Kerja Laporan Keuangan adalah sarana yang digunakan 

sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuannya 
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untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan khususnya pada 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam Menginput mutasi kas operasional BLUD, adapun 

tahapan yang dilaksanakan dalam tugas ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertama, praktikan diberikan dokumen rekonsiliasi dana BLUD 

dari SKPD terkait yang telah dilakukan pengecekan oleh 

pembimbing dalam bentuk hardcopy. Praktikan diminta untuk 

menginput mutasi kas BLUD yang dokumennya berasal dari Rekap 

Mutasi Kas BLUD. (Contoh terdapat pada lampiran 15) 

b. Selanjutnya, praktikan diperintahkan untuk membuka website 

http://akuntansidki.com untuk mengunduh Kertas Kerja LK 

Semester I 2018.  

c. Setelah pengunduhan selesai, keluarlah Kertas Kerja LK Semester 

I dalam bentuk aplikasi Microsoft Excel untuk membukanya harus 

menggunakan password yang telah diberikan pembimbing. 

(Contoh terdapat pada lampiran 16) 

d. Lalu, praktikan membuka home dan akan muncul kotak dialog 

untuk memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga 

password. Karena tidak sembarang orang dapat membukanya.  

e. Selanjutnya, pilih tampilkan form dan pilih menu BLUD dan klik 

pada pilihan Mutasi Kas BLUD, dan praktikan menginput nominal 

penerimaan operasional BLUD, serta pengeluaran operasional 

BLUD yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang 

http://akuntansidki.com/
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dan Jasa BLUD, dan Belanja Modal BLUD. Lalu praktikan 

menginput nominal pajak yang terdiri dari PPN Dana BLUD, PPh 

21 Dana BLUD, PPh 22 Dana BLUD, PPh 23 Dana BLUD. Dan 

yang terakhir adalah menginput kas tunai yang tertera dalam 

hardcopy. (Contoh terdapat pada lampiran 17) 

f. Jika data di hardcopy pada Rekap Mutasi Kas Operasional BLUD 

sudah dilengkapi pada form Kertas Kerja Laporan Keuangan, maka 

selanjutnya klik simpan.  

 

3. Melakukan pengecekan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

UnReviu 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan, CaLK menyajikan informasi pos-

pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja 

keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran 

berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang 

berkaitan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, penjelasan 

pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Laporan 

Arus Kas. 

Pada penyusunan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta atas 

hasil konsolidasi dari SKPD/UKPD menghasilkan tiga Output, yakni 

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 
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2018 sebelum Reviu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (Unreviu), 

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 

2018 setelah direviu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 

(Reviu/Unaudited), dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK  (Audited).  

Pada tugas ini praktikan hanya melakukan pengecekan pada 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Bab V tentang Penjelasan 

Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester 

I Tahun Anggaran 2018. 

Tujuan praktikan melakukan pengecekan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) unreviu ini adalah agar meminimalisir kesalahan 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembacanya. 

Dalam melakukan pengecekan Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) unreviu, adapun tahapan yang dilaksanakan dalam tugas ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pertama praktikan diberi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

unreviu yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh karyawan dalam 

bentuk Microsoft Word, ataupun dalam bentuk Hardcopy (Contoh 

terdapat pada lampiran 19) dan Matriks Laporan Keuangan 

Unreviu yang berisi seluruh laporan keuangan di Pemerintahan 

Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Microsoft Excel (Contoh 

terdapat pada lampiran 20). 
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Serta data rekap akun yang akan dilakukan pengecekan (Contoh 

terdapat pada lampiran 21) 

b. Praktikan membuka data Matriks Laporan Keuangan Gabungan 

Unreviu dengan memasukan password terlebih dahulu.  

c. Selanjutnya praktikan membuka Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) unreviu dan mencari pos mana yang akan dilakukan 

pengecekan. 

d. Kemudian praktikan mencocokan angka yang ada pada pos-pos 

laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

unreviu dan Matriks Laporan Keuangan Gabungan atau data rekap 

akun yang akan di lakukan pengecekan yang telah diberikan oleh 

pembimbing sebelumnya. Jika terjadi perbedaan angka maka akan 

ditandai dengan memberikan warna pada pos mana terjadi 

perbedaan. (Contoh terdapat pada lampiran 22) 

 

C. Kendala  yang Dihadapi 

       Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BPKD Provinsi DKI 

Jakarta, praktikan memiliki beberapa kendala, yaitu: 

1. Praktikan mengalami kesulitan dalam mengakses website Dashboard 

dikarenakan koneksi internet sering terputus, yang mengakibatkan 

pekerjaan yang harus praktikan kerjakan terhambat; 

2. Sulitnya untuk mendapatkan informasi dan bertanya kepada 

pembimbing karena banyak karyawan yang melakukan dinas luar; dan 
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3. Tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk mahasiswa 

PKL. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala  

       Setelah mengalami kendala-kendala yang praktikan sebutkan 

sebelumnya, maka praktikan berusaha mencari solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut, adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi selama PKL, praktikan melakukan hal berikut ini: 

1. Jika praktikan mengalami kesulitan dalam mengakses Dashboard, 

maka praktikan akan memberitahu pembimbing agar ditindak lanjuti 

ke pihak IT; 

2. Praktikan melakukan komunikasi dengan karyawan yang berada di 

kantor atau melakukan komunikasi lewat sosial media; dan 

3. Pihak BPKD hendaklah melakukan penyusunan Standard Operating 

Procedure (SOP) untuk mempermudah praktikan dalam melakukan 

pekerjaan
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu upaya 

penyelenggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. PKL 

ini sebagai media pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan teori 

yang telah diterima dalam perkuliahan yang langsung diterapkan. Dalam 

mata kuliah PKL memberikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi 

yang kelak akan dihadapi mahasiswa di dunia kerja, yang agar nantinya 

mahasiswa setelah lulus mengetahui tentang dunia kerja. 

Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PKL di BPKD Provinsi 

DKI Jakarta, maka Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Praktikan dapat  mengetahui kegiatan yang dilakukan SKPD pada 

setiap bulan untuk melaporkan pengeluarannya; 

2. Praktikan dapat memahami pengelolaan kas di Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) Provinsi DKI Jakarta; 

3. Praktikan dapat mengetahui pentingnya Catatan atas Laporan 

Keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 

4. Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi khususnya Akuntansi 

Pemerintahan, yang selama ini dipelajari dalam dunia perkuliahan dan 

dapat mengaplikasikannya dalam dunia pekerjaan sesungguhnya. 
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B. Saran  

       Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan PKL 

di BPKD Provinsi DKI Jakarta. Adapun saran-saran yang dapat diberikan 

oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja praktikan 

serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan dari pelaksanaan 

PKL kedepannya adalah sebgai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa: 

a. Praktikan sebelum melaksanakan PKL ada baiknya untuk 

mengingat materi yang di dapatkan di bangku perkuliahan 

khusussnya mengenai akuntansi pemerintahan; 

b. Praktikan harus aktif bertanya kepada staf, atau Kepala Sub Bidang 

jika mengalami kesulitan dengan pekerjaan yang diberikan; 

c. Praktikan harus cepat beradaptasi terhadap dunia kerja khusunya di 

bidang pemerintahan, karena jika praktikan tidak cepat beradaptasi 

dapat menghambat praktikan dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi: 

a. Sebelum melaksanakan PKL sebaiknya mahasiswa diberikan 

pengarahan terlebih dahulu agar mahasiswa mempunyai gambaran 

dalam pelaksanaan PKL. 

b. Ada baiknya jika pembagian Dosen Pembimbing dilakukan 

sebelum mahasiswa melakukan PKL, sehingga mahasiwa tersebut 

bisa terlebih dahulu mendiskusikan mengenai lokasi PKL yang 

tepat yang sesuai dengan bidang Akuntansi; 
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c. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan 

agar memfasilitasi mahasiwa untuk mendapatkan lokasi PKL yang 

sudah menjalin kerja sama. 

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI 

Jakarta: 

a. Mampu menjaga hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta 

dan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas 

Negeri Jakarta untuk bekerja di instansi tersebut. 

b. Perlu adanya perbaikan mengenai jaringan internet, dan pergantian 

unit komputer dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar 

agar tidak menghambat kinerja karyawan. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 

 

Sumber: BAKHUM Universitas Negeri Jakarta 
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Lampiran 2: Surat Penerimaan PKL 

 

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 3: Surat Telah Menyelesaikan PKL 

 

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5: Penilaian PKL 
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Lampiran 6: Log Harian PKL 
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Sumber : Data diolah oleh praktikan. 
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Lampiran 7: Struktur Organisasi BPKD Provinsi DKI Jakarta 

 

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta 
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Lampiran  8: Struktur Organisasi Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 9: Softcopy Microsoft excel sebagai alat bantu dalam mempercepat 

pengerjaan verifikasi laporan pertanggungjawaban Pengeluaran.  

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 10: Form 22 Buku Kas Umum (BKU) 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.  
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Lampiran 11: Form 50 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

(SPJ Belanja Fungsional) 
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Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 12: Rekening Koran  
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Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 13: Berita Acara Pemeriksaan Kas 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 14: SKPD yang masih memiliki sisa saldo UP/GU/TU 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 15: Rekap Mutasi Kas BLUD 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 16: Tampilan Kertas Kerja LK Semester I 

 

 

 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 17: Tampilan form menu mutasi kas BLUD 

 
Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

Lampiran 18: Hasil output Mutasi Kas BLUD 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 19: Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Unreviu. 

 

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 20: Matriks Laporan Keuangan Gabungan Unreviu. 
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Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 21: Rekap Data Akun yang akan dilakukan pengecekan. 
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Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 22: Hasil pengecekan CaLK 

 
Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta. 
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Lampiran 23: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL. 

 


